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Abstract: Food micro and small enterprises require strengthened hygiene-sanitation practices and readiness 
for halal certification to support product safety and business compliance. This community service program 
aimed to assess changes in participants’ knowledge and readiness after integrated assistance and to identify 
aspects requiring further strengthening. A one-group pre-post evaluation without a comparison group 
involved 10 participants representing nine food enterprises in Jayapura City. Instruments included a 
knowledge test, self-assessment, hygiene-sanitation and Halal Product Assurance System (SJPH) readiness 
checklists, and a satisfaction questionnaire. Mean knowledge scores increased from 59.0±15.24 to 
99.0±3.16, with an N-Gain of 0.98±0.06, while self-assessment increased from 3.00 to 4.09. At the enterprise 
level, hygiene-sanitation fulfillment increased from 86.9% to 97.8% and SJPH readiness from 95.6% to 100%. 
Participant satisfaction reached 4.65 on a five-point scale. The findings indicate positive short-term changes 
but do not establish causal effectiveness or successful halal certification. 
Keywords: food micro and small enterprises; halal certification readiness; Halal Product Assurance System; 
hygiene-sanitation; community service 
 
Abstrak: UMK pangan memerlukan penguatan higiene-sanitasi dan kesiapan sertifikasi halal untuk 
mendukung keamanan produk dan pemenuhan persyaratan usaha. Kegiatan ini bertujuan menilai 
perubahan pengetahuan dan kesiapan peserta setelah pendampingan terintegrasi serta mengidentifikasi 
aspek yang masih memerlukan penguatan. Evaluasi menggunakan desain satu kelompok pre-post tanpa 
pembanding pada 10 peserta yang mewakili sembilan UMK pangan di Kota Jayapura. Instrumen meliputi tes 
pengetahuan, self-assessment, checklist higiene-sanitasi dan kesiapan SJPH, serta kuesioner kepuasan. 
Rerata skor pengetahuan meningkat dari 59,0±15,24 menjadi 99,0±3,16 dengan N-Gain 0,98±0,06, 
sedangkan self-assessment meningkat dari 3,00 menjadi 4,09. Pada tingkat UMK, pemenuhan higiene-
sanitasi meningkat dari 86,9% menjadi 97,8% dan kesiapan SJPH dari 95,6% menjadi 100%. Kepuasan 
peserta mencapai 4,65 dari skala 5. Hasil menunjukkan perubahan positif jangka pendek, tetapi tidak dapat 
ditafsirkan sebagai bukti efektivitas kausal maupun keberhasilan memperoleh sertifikat halal. 
Kata kunci: higiene-sanitasi; kesiapan sertifikasi halal; pendampingan; SJPH; UMK pangan 
 

1. PENDAHULUAN  
Usaha Mikro dan Kecil (UMK) pangan merupakan bagian penting dalam mendukung aktivitas 

ekonomi masyarakat, pemanfaatan sumber daya lokal, dan pengembangan kewirausahaan berbasis 
rumah tangga. Kewirausahaan pangan lokal dapat mendukung keberlanjutan ekonomi melalui 
pemanfaatan potensi setempat (Nuringsih, 2021). Namun, pengembangan usaha mikro masih 
menghadapi berbagai kendala, terutama pada aspek manajemen, legalitas, dan akses terhadap 
pembinaan (Rainanto, 2019). 

Pada usaha pangan, konsistensi penerapan higiene dan sanitasi merupakan bagian penting 
dalam pengendalian keamanan produk. Keterbatasan fasilitas pada produksi skala rumah tangga 
dapat meningkatkan risiko kontaminasi apabila bahan, pekerja, peralatan, dan produk jadi tidak 
dikelola secara memadai (Fidyasari & Raharjo, 2020). Penerapan keamanan dan sanitasi pangan 
mendukung pengendalian kebersihan serta mutu produk UMK (Rianti et al., 2018), sedangkan SOP 
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yang disesuaikan dengan kondisi usaha dapat membantu menjaga konsistensi praktik produksi 
(Septiayuningsih et al., 2024). 

Kesiapan menuju sertifikasi halal merupakan aspek lain yang perlu diperkuat pada UMK 
pangan. Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 
Tahun 2024 (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 Tentang 
Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, 2024), dan BPJPH menegaskan tahapan wajib 
sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman UMK mulai 18 Oktober 2026 (Badan 
Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2025). Pemenuhan ketentuan tersebut memerlukan 
pemahaman mengenai bahan, proses produksi, dokumentasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), 
serta prosedur pengajuan sertifikasi. Pelaku UMK masih dapat mengalami kendala dalam memenuhi 
aspek administratif dan teknis sertifikasi halal (Muhamad, 2020). Oleh karena itu, ketersediaan 
informasi yang jelas dan pendampingan yang sesuai dengan kondisi usaha menjadi penting (Hastuti 
et al., 2024). Pendampingan halal juga dapat membantu pelaku usaha memahami persyaratan, 
dokumen, dan tahapan pengajuan secara lebih operasional (Anggapratama et al., 2025; Farida et al., 
2023). 

Higiene-sanitasi dan kesiapan halal memiliki keterkaitan dalam pengelolaan usaha pangan 
karena jaminan produk tidak hanya berkaitan dengan status bahan, tetapi juga mencakup 
pengendalian proses, fasilitas, peralatan, penyimpanan, dan dokumentasi (Handayati et al., 2024). 
Berdasarkan kebutuhan tersebut, kegiatan pengabdian ini mencakup edukasi higiene-sanitasi, 
pengenalan prinsip halal dan SJPH, identifikasi bahan kritis, asistensi dokumen, serta praktik awal 
penggunaan SiHalal. Evaluasi dibatasi pada perubahan jangka pendek dalam pengetahuan, persepsi 
kesiapan implementasi, praktik higiene-sanitasi, kesiapan SJPH, dan kepuasan peserta, sedangkan 
penerbitan sertifikat halal tidak ditetapkan sebagai luaran akhir yang dievaluasi. Kegiatan ini 
bertujuan menilai perubahan pengetahuan dan kesiapan peserta setelah pendampingan serta 
mengidentifikasi aspek higiene-sanitasi dan SJPH yang masih memerlukan penguatan pada UMK 
pangan peserta di Kota Jayapura. 

 
2. METODE  
2.1 Desain dan Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pendampingan terintegrasi mengenai higiene-sanitasi 
produksi dan kesiapan sertifikasi halal bagi UMK pangan di Kota Jayapura. Kegiatan tatap muka 
dilaksanakan di IndigoSpace Telkomsel Kotaraja pada tahun 2026. Evaluasi menggunakan 
pendekatan satu kelompok sebelum dan sesudah pendampingan (one-group pre-post program 
evaluation) tanpa kelompok pembanding. Desain ini digunakan untuk menggambarkan perubahan 
jangka pendek pada peserta setelah mengikuti pendampingan dan tidak ditujukan untuk menguji 
hubungan sebab-akibat. 

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas empat tahap, yaitu: (1) identifikasi kondisi awal 
menggunakan pre-test, self-assessment, checklist higiene-sanitasi, dan checklist kesiapan SJPH; (2) 
edukasi; (3) diskusi dan asistensi teknis sesuai kondisi usaha; serta (4) evaluasi akhir menggunakan 
post-test, self-assessment, kedua checklist, dan kuesioner kepuasan. Materi higiene-sanitasi meliputi 
kebersihan personal, sanitasi peralatan dan ruang produksi, pencegahan kontaminasi silang, 
perlindungan produk jadi, serta SOP sederhana (Rianti et al., 2018). Materi kesiapan halal mencakup 
prinsip halal, bahan kritis, SJPH, dokumen pendukung, alur sertifikasi, dan pengenalan awal 
penggunaan SiHalal (Nurlia & Mahpudin, 2023). 

 
2.2 Pemilihan dan Karakteristik Peserta 

Peserta dipilih secara purposive berdasarkan kesesuaian kebutuhan usaha dengan tujuan 
program. Pelaku usaha diidentifikasi melalui jejaring UMK pangan yang telah dikenal oleh tim 
pengabdi dengan mempertimbangkan keberlangsungan usaha, potensi pengembangan, serta 
kebutuhan penguatan pada aspek hygiene-sanitasi, legalitas, dan kesiapan sertifikasi halal. Peserta 
mencakup usaha yang telah berjalan dalam waktu relatif lama tetapi belum melengkapi beberapa 
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persyaratan legalitas atau jaminan produk, serta usaha baru yang dinilai memiliki potensi 
pengembangan. 

Sebanyak 10 pelaku usaha mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dan mewakili sembilan UMK 
karena Kaks Kopi diwakili oleh dua peserta. Tes pengetahuan, self-assessment, dan kepuasan 
dianalisis pada tingkat individu (n=10), sedangkan checklist higiene-sanitasi dan SJPH dianalisis pada 
tingkat UMK unik (n=9). Dua catatan checklist dari Kaks Kopi menunjukkan kondisi unit usaha yang 
sama dan memiliki nilai identik, sehingga hanya satu catatan digunakan dalam analisis tingkat UMK. 

Karakteristik UMK dilengkapi melalui wawancara tindak lanjut dengan pemilik usaha. 
Informasi yang dikumpulkan meliputi lama usaha, kepemilikan NIB, PIRT/SPP-IRT atau izin lain, 
pengalaman mengikuti pelatihan higiene/keamanan pangan, dan status sertifikasi halal sebelum 
pendampingan. Data tersebut digunakan untuk mendeskripsikan kondisi awal sasaran program dan 
tidak dianalisis sebagai variabel yang memengaruhi hasil pendampingan. 

 
2.3 Instrumen Evaluasi 

Evaluasi menggunakan lima instrumen. Tes pengetahuan terdiri atas 10 soal pilihan ganda 
yang disusun oleh tim pengabdi berdasarkan tujuan pembelajaran. Setiap butir mewakili satu topik, 
yaitu higiene pangan, personal hygiene, kontaminasi silang, sanitasi peralatan, SJPH, jaminan halal, 
dokumentasi SJPH, regulasi halal, kesehatan pekerja, dan SOP. Instrumen yang sama digunakan pada 
pre-test dan post-test. Jawaban benar diberi skor 10 dan jawaban salah diberi skor 0 sehingga skor 
total berkisar antara 0–100. 

Self-assessment terdiri atas 15 pernyataan yang dikelompokkan ke dalam tiga domain, yaitu 
higiene produksi, halal dan SJPH, serta kesiapan implementasi, masing-masing terdiri atas lima butir. 
Kuesioner kepuasan terdiri atas 12 pernyataan yang mencakup materi, narasumber, interaktivitas 
diskusi, contoh kasus, media, waktu, pelayanan, manfaat, niat implementasi, kesediaan mengikuti 
kegiatan lanjutan, dan kesediaan merekomendasikan kegiatan. Kedua instrumen menggunakan skala 
Likert 1–5 (Joshi et al., 2015). 

Checklist higiene-sanitasi terdiri atas 10 indikator mengenai sarana cuci tangan, ketersediaan 
sabun, penggunaan celemek, penutup kepala, penggunaan perhiasan, pemisahan bahan mentah dan 
produk jadi, perlindungan produk, kebersihan area dan peralatan, serta pengelolaan sampah. 
Checklist SJPH terdiri atas 10 indikator mengenai daftar dan status halal bahan, pemasok, SOP halal, 
penanggung jawab halal, catatan produksi, penyimpanan, pemahaman alur sertifikasi, kesiapan 
pengajuan, dan kelengkapan dokumen. Checklist diisi oleh tim pengabdi berdasarkan observasi 
lapangan dan/atau pemeriksaan dokumen (Indriastuti et al., 2024). 

 
2.4 Asistensi Teknis Kesiapan Sertifikasi Halal 

Asistensi teknis meliputi identifikasi bahan, pemeriksaan informasi pemasok dan dokumen 
pendukung, penjelasan SJPH, SOP, penanggung jawab halal, serta pemeriksaan awal kelengkapan 
administrasi. Peserta juga memperoleh praktik awal penggunaan SiHalal untuk mengenali alur 
pengisian data usaha dan dokumen pendukung. 

Praktik penggunaan SiHalal dalam kegiatan ini merupakan bagian dari tahap persiapan 
sertifikasi. Kesiapan dokumen, praktik penggunaan SiHalal, pengajuan sertifikasi, dan penerbitan 
sertifikat diperlakukan sebagai tahapan yang berbeda dalam evaluasi program. 

 
2.5 Analisis Data 

Data dianalisis secara deskriptif. Data pre-test dan post-test disajikan sebagai jumlah peserta 
(n), rerata, standar deviasi, nilai minimum–maksimum, dan perubahan skor. N-Gain dihitung 
menggunakan persamaan: 
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Nilai N-Gain dikategorikan sebagai rendah (<0,30), sedang (0,30–0,69), dan tinggi (≥0,70) 
(Hake, 1998). Data self-assessment disajikan sebagai rerata setiap domain dan rerata keseluruhan, 
sedangkan kepuasan disajikan sebagai rerata dan standar deviasi setiap butir. 

Checklist higiene-sanitasi dianalisis pada sembilan UMK unik dengan skor “Ya” = 1 dan 
“Tidak” = 0. Item yang dikategorikan sebagai not applicable dikeluarkan dari denominator tanpa 
dilakukan imputasi. Persentase pemenuhan dihitung menggunakan persamaan: 

                                
    

          
      

Pengecualian item not applicable dari denominator digunakan agar indikator yang tidak 
berlaku pada suatu unit usaha tidak menurunkan skor pemenuhan (Serafim et al., 2015). Analisis 
setiap indikator menggunakan jumlah UMK yang memiliki jawaban “Ya” atau “Tidak” sebagai 
denominator. 

Checklist SJPH dihitung sebagai proporsi indikator yang terpenuhi pada sembilan UMK unik. 
Persentase UMK dengan skor ≥80% dihitung pada checklist higiene-sanitasi dan kesiapan SJPH. 
Analisis statistik inferensial tidak dilakukan karena jumlah peserta terbatas, pemilihan peserta 
bersifat purposif, dan tidak terdapat kelompok pembanding. Hasil analisis digunakan untuk 
menggambarkan perubahan jangka pendek pada peserta dan UMK yang mengikuti program. 

 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN  
3.1 Pelakasanaan Kegiatan dan Karakteristik UMK 

Kegiatan diikuti oleh 10 peserta yang mewakili sembilan UMK pangan dengan jenis produk 
yang beragam. Tahap edukasi mencakup higiene-sanitasi, pencegahan kontaminasi silang, bahan 
kritis halal, dan SJPH, serta diskusi berdasarkan kondisi masing-masing usaha (Gambar 1). 

 

 
Gambar 1. Dokumentasi kegiatan setelah edukasi dan diskusi mengenai higiene-sanitasi produksi, bahan kritis halal, dan 

SPJH pada UMK pangan di Kota Jayapura 
 

Lama usaha berkisar antara lima bulan hingga tujuh tahun sembilan bulan (Tabel 1). Tiga 
UMK (33,3%) telah memiliki NIB, sedangkan seluruh UMK belum memiliki PIRT/SPP-IRT. Hanya satu 
UMK (11,1%) yang pernah mengikuti pelatihan higiene atau keamanan pangan. Delapan UMK belum 
pernah mengajukan sertifikasi halal. Satu UMK telah memiliki sertifikat halal melalui skema self-
declare untuk produk dimsum, sedangkan produk onigiri yang menjadi fokus pendampingan belum 
bersertifikat halal. 

 
Tabel 1. Karakteristik Sembilan UMK pangan peserta pendampingan 

ID Produk fokus Lama usaha NIB PIRT/SPP-IRT 
Pelatihan hygiene 

sebelumnya 
Status halal 

produk fokus 

U01 Cold presssed 
juice 

1 tahun 10 bulan Ada Tidak ada Belum pernah Belum pernah 
mengajukan 

U02 Kopi 1 tahun 4 bulan Tidak ada Tidak ada Belum pernah Belum pernah 
mengajukan 

U03 Onigiri 4 tahun 10 bulan Ada Tidak ada Pernah Belum  
bersertifikasi

1
 

U04 Cake 7 tahun 6 bulan Tidak ada Tidak ada Belum pernah Belum pernah 
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mengajukan 
U05 Chiffon dan cake 2 tahun 2 bulan Ada Tidak ada Belum pernah Belum pernah 

mengajukan 
U06 Mananan 

rumah/siap saji 
7 tahun 9 bulan Tidak ada Tidak ada Belum pernah Belum pernah 

mengajukan 
U07 Makanan 

rumah/siap saji 
1 tahun 11 bulan Tidak ada Tidak ada Belum pernah Belum pernah 

mengajukan 
U08 Tepung kue 5 bulan Tidak ada Tidak ada Belum pernah Belum pernah 

mengajukan 
U09 Roti berbasis 

petatas 
6 tahun 2 bulan Tidak ada Tidak ada Belum pernah Belum pernah 

mengajukan 
1
UMK telah memiliki sertifikat halal self-declare untuk produk dimsum, tetapi produk onigiri yang menjadi focus 

pendampingan belum bersertifikat. 
 
Karakteristik tersebut memperlihatkan bahwa lama menjalankan usaha belum selalu diikuti 

oleh kelengkapan legalitas dan pengalaman pembinaan. Beberapa usaha yang telah berjalan lebih 
dari enam tahun belum memiliki NIB, PIRT/SPP-IRT, maupun pengalaman pengajuan sertifikasi halal. 
Kondisi serupa telah dilaporkan pada usaha mikro, terutama terkait keterbatasan legalitas dan akses 
pembinaan dalam pengembangan usaha (Rainanto, 2019). Pada usaha yang relatif baru, pengenalan 
persyaratan legalitas sejak tahap awal juga dapat membantu mempersiapkan pengembangan usaha 
secara lebih terarah (Farida et al., 2023). 

 
3.2 Perubahan Pengetahuan dan Persepsi Kesiapan 

Rerata skor pengetahuan meningkat dari 59,0 ± 15,24 menjadi 99,0 ± 3,16, dengan 
peningkatan sebesar 40,0 ± 14,91 poin dan N-Gain 0,98 ± 0,06 (Tabel 2). Seluruh peserta 
memperoleh skor post-test yang lebih tinggi dibandingkan pre-test. Penurunan standar deviasi pada 
post-test menunjukkan distribusi skor akhir yang lebih homogen. Namun, perubahan tersebut 
menggambarkan kondisi segera setelah kegiatan dan tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan 
hubungan kausal. 

 
Tabel 2. Ringkasan skor pengetahuan peserta (n=10) 

 Parameter  Rerata  SD Minimum-maksimum 

Pre-test 59,0  15,24 30-80 

Post-test 99,0  3,16 90-100 

Peningkatan skor 40,0  14,91 20-70 

N-Gain 0,98  0,06 0,80-1,00 

 
Kesenjangan pengetahuan awal terutama terdapat pada SJPH, jaminan halal, dokumentasi 

SJPH, higiene pangan, dan regulasi halal (Tabel 3). Peningkatan terbesar terjadi pada topik SJPH (+80 
poin persentase) dan jaminan halal (+70 poin persentase), yang menunjukkan bahwa kedua aspek 
tersebut merupakan bagian yang paling membutuhkan penguatan pada peserta. Pelaku UMK masih 
memerlukan pendampingan operasional untuk memahami persyaratan, dokumen, dan proses 
sertifikasi halal (Nurlia & Mahpudin, 2023). Sanitasi peralatan merupakan satu-satunya topik yang 
belum mencapai jawaban benar 100% pada post-test, sehingga masih memerlukan penguatan 
melalui contoh dan praktik yang lebih sesuai dengan kondisi produksi UMK (Fidyasari & Raharjo, 
2020). 

 
Tabel 3. Persentase jawaban benar berdasarkan topik pengetahuan (n=10) 

Topik  Pre-test Post-test Peningkatan 

Higiene pangan 40% 100% +60% 
Personal hygiene 100% 100% 0% 
Kontaminasi silang 80% 90% +20% 
Sanitasi peralatan 60% 100% +30% 
SJPH 20% 100% +80% 
Jaminan halal 30% 100% +70% 
Dokumentasi SJPH 40% 100% +60% 
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Regulasi halal 50% 100% +50% 
Kesehatan pekerja 70% 100% +30% 
SOP 100% 100% 0% 

 
Hasil self-assessment menunjukkan kecenderungan yang serupa. Skor keseluruhan 

meningkat dari 3,00 ± 0,22 menjadi 4,09 ± 0,03, dengan perubahan terbesar pada domain halal dan 
SJPH (Tabel 4). Skor awal pada domain higiene produksi relatif lebih tinggi dibandingkan domain halal 
dan SJPH, yang menunjukkan bahwa peserta telah memiliki pemahaman awal yang lebih baik 
mengenai praktik kebersihan dasar dibandingkan aspek sistem jaminan halal. Hasil self-assessment 
merupakan penilaian berdasarkan persepsi peserta, sehingga interpretasinya dilengkapi dengan hasil 
checklist kondisi usaha. 

 
Tabel 4. Perubahan self-assessment peserta (n=10) 

Domain Sebelum, rerata  SD Sesudah, rerata  SD Perubahan 

Higiene produksi 3,62  0,36 4,08  0,10 +0,46 

Halal dan SJPH 2,22  0,30 4,04  0,08 +1,82 

Implementasi 3,16  0,08 4,16  0,08 +1,00 

Keseluruhan 3,00  0,22 4,09  0,03 +1,09 

 
3.3 Higiene-Sanitasi dan Kesiapan SJPH pada Tingkat UMK 

Setelah duplikasi satu UMK dihilangkan dan item not applicable dikeluarkan dari 
denominator, rerata pemenuhan higiene-sanitasi meningkat dari 86,9% menjadi 97,8%, atau 
bertambah 10,9 poin persentase. Jumlah UMK dengan skor higiene-sanitasi ≥80% meningkat dari 7/9 
(77,8%) menjadi 9/9 (100%). Kesiapan SJPH meningkat dari 95,6% menjadi 100%, sementara seluruh 
UMK telah mencapai skor ≥80% sejak baseline (Tabel 5). 

 
Tabel 5. Perubahan higiene-sanitasi dan kesiapan SJPH pada UMK (n=9) 

Indikator Baseline Akhir Perubahan 

Rerata higiene-sanitasi 86,9% 97,8% +10,9 poin persentase 
UMK dengan hygiene-sanitasi ≥80% 77,8% (7/9) 100,0% (9/9) +22,2 poin persentase 
Rerata kesiapan SJPH 95,6%  100,0% +4,4 poin persentase 
UMK dengan kesiapan SJPH ≥80% 100,0% (9/9) 100,0% (9/9) 0 

 
Pada aspek higiene-sanitasi, penggunaan penutup kepala meningkat dari 22,2% menjadi 

100%, sedangkan perlindungan produk jadi meningkat dari 77,8% menjadi 100%. Penggunaan 
celemek tetap sebesar 77,8% pada awal dan akhir kegiatan. Variasi perubahan antarindikator 
menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan belum diikuti secara seragam oleh perubahan 
seluruh praktik produksi. Penerapan higiene memerlukan penguatan dan pemantauan agar dapat 
dipertahankan sebagai bagian dari rutinitas produksi (Indriastuti et al., 2024; Septiayuningsih et al., 
2024). 

Pada checklist SJPH, skor awal yang telah tinggi membatasi besarnya perubahan yang dapat 
dicapai. Penetapan penanggung jawab halal meningkat dari 88,9% menjadi 100%, sedangkan 
kelengkapan dokumen meningkat dari 66,7% menjadi 100%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 
penguatan yang terjadi terutama berkaitan dengan penyelesaian beberapa aspek administratif yang 
belum lengkap pada kondisi awal. 

Terdapat perbedaan antara skor checklist SJPH awal yang tinggi (95,6%) dan skor self-
assessment domain halal dan SJPH yang relatif rendah (2,22 dari skala 5). Perbedaan tersebut 
menunjukkan bahwa kedua instrumen mengukur aspek yang berbeda. Checklist menggambarkan 
keberadaan komponen dasar pada tingkat usaha, sedangkan self-assessment mencerminkan persepsi 
peserta terhadap pemahaman dan kesiapan mereka. Skor checklist SJPH yang tinggi sejak kondisi 
awal juga menunjukkan adanya ceiling effect, sehingga perubahan pada indikator tertentu lebih 
informatif dibandingkan perubahan rerata total. 
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Asistensi teknis mencakup diskusi, serta pemeriksaan bahan dan dokumen, dan praktik awal 
penggunaan SiHalal (Gambar 2). Kegiatan ini membantu peserta mengenali keterkaitan antara 
persyaratan sertifikasi dengan informasi dan dokumen usaha yang perlu disiapkan. 
 

 
(a) 

 
(b) 

Gambar 2. Asistensi teknis kesiapan sertifikasi halal UMK Pangan: (a) sesi diskusi pemeriksaan bahan dan dokumen usaha; 
(b) praktik awal pengisian data pada SiHalal sebagai pengajuan sertifikasi halal 

 
Pendampingan secara langsung diperlukan karena kendala sertifikasi halal pada UMK tidak 

hanya berkaitan dengan pengetahuan, tetapi juga kemampuan menyiapkan dokumen dan mengikuti 
prosedur administratif (Marselina et al., 2023). 
3.4 Kepuasan, Implikasi, dan Keterbatasan 

Rerata kepuasan peserta terhadap kegiatan sebesar 4,65 ± 0,07 dari skala 5 (Tabel 6). Skor 
maksimal diperoleh pada kemudahan memahami materi, penguasaan narasumber, media pelatihan, 
pelayanan, manfaat kegiatan, dan kesediaan mengikuti kegiatan lanjutan. Nilai terendah terdapat 
pada niat menerapkan materi, yaitu 4,00. 

 
Tabel 6. Kepuasan peserta terhadap kegiatan (n=10) 

Aspek Rerata  SD 

Materi mudah dipahami 5,00  0,00 
Materi sesuai kebutuhan usaha 4,80  0,42 
Narasumber menguasai materi 5,00  0,00 
Diskusi interaktif 4,10  0,32 
Contoh kasus mudah dipahami 4,20  0,42 
Media pelatihan menarik 5,00  0,00 
Waktu pelaksanaan sesuai 4,20  0,42 
Pelayanan panitia baik 5,00  0,00 
Manfaat nyata bagi usaha 5,00  0,00 
Niat menerapkan materi 4,00  0,00 
Bersedia mengikuti pelatihan lanjutan 5,00  0,00 
Bersedia merekomendasikan kegiatan 4,50  0,53 

Rerata keseluruhan 4,65  0,07 

 
Perbedaan antara skor manfaat kegiatan sebesar 5,00 dan niat menerapkan materi sebesar 

4,00 menunjukkan bahwa penilaian positif terhadap kegiatan belum sepenuhnya diikuti oleh 
kesiapan untuk segera menerapkan seluruh materi. Kondisi ini sejalan dengan hasil checklist higiene-
sanitasi, khususnya penggunaan celemek yang belum menunjukkan perubahan. Kejelasan informasi 
dan dukungan pendampingan berperan dalam penerimaan pelaku UMK terhadap layanan sertifikasi 
halal (Hastuti et al., 2024), tetapi penerapan secara konsisten tetap memerlukan tindak lanjut. 

Secara keseluruhan, perubahan terbesar terjadi pada pengetahuan dan persepsi kesiapan 
halal/SJPH, sedangkan perubahan praktik higiene-sanitasi lebih terbatas karena sebagian besar 
indikator telah memiliki nilai awal yang relatif tinggi. Interpretasi hasil dibatasi oleh jumlah peserta 
yang kecil, pemilihan peserta secara purposif, tidak adanya kelompok pembanding, dan evaluasi 
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dalam jangka pendek. Instrumen yang digunakan dikembangkan untuk evaluasi program dan belum 
melalui validasi psikometrik formal. Penggunaan butir tes yang sama dalam interval pendek juga 
berpotensi menimbulkan efek pengulangan, sedangkan tingginya skor awal checklist SJPH 
menyebabkan ceiling effect. Oleh karena itu, hasil kegiatan ini menggambarkan evaluasi awal 
program dan tidak dapat digeneralisasikan terhadap seluruh UMK pangan di Kota Jayapura. 

 
4. KESIMPULAN  

Pendampingan higiene-sanitasi dan kesiapan sertifikasi halal pada 10 peserta yang mewakili 
sembilan UMK pangan menunjukkan peningkatan jangka pendek pada pengetahuan dan kesiapan 
peserta. Skor pengetahuan meningkat dari 59,0 ± 15,24 menjadi 99,0 ± 3,16 dengan N-Gain 0,98 ± 
0,06, sedangkan skor self-assessment meningkat dari 3,00 menjadi 4,09 dengan perubahan terbesar 
pada domain halal dan SJPH. Pada tingkat UMK, pemenuhan higiene-sanitasi meningkat dari 86,9% 
menjadi 97,8% dan kesiapan SJPH dari 95,6% menjadi 100%. Perbaikan terutama terjadi pada 
penggunaan penutup kepala, perlindungan produk jadi, penetapan penanggung jawab halal, dan 
kelengkapan dokumen, sedangkan penggunaan celemek belum menunjukkan perubahan. Kepuasan 
peserta mencapai rerata 4,65 dari skala 5. 

Capaian tersebut menunjukkan adanya perubahan positif setelah pendampingan, tetapi 
belum dapat digunakan sebagai bukti efektivitas kausal maupun keberhasilan memperoleh sertifikat 
halal. Pendampingan lanjutan diperlukan untuk memantau konsistensi penerapan higiene-sanitasi 
dan SOP serta memverifikasi perkembangan dari kesiapan dokumen menuju pengajuan dan 
penerbitan sertifikat halal. 
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